jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Undang-
Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Salatiga Nomor 14), sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 16, angka 17, dan angka 40a diubah,
angka 27 dan angka 28 dihapus, di antara angka 40c dan angka 41
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40 d, serta di antara angka 19
dan angka 20 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 19a, angka 19b,
angka 19c, dan angka 19d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang
selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah
yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk-bentuk
pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah dengan sistem satu
pintu.

Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

19a.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Wali Kota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk
tempat hunian atau tempat tinggal.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.
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Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan
Bangunan Gedung.

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah
orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan
di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Koefisien dasar bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas
lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan
rencana tata ruang daerah.

Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas
seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yangsesuai dengan
rencana daerah.

Koefisien ketinggian bangunan adalah jumlah lapis, lantai penuh dalam
suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai
dasar atau permukaan tanah sampai lantai ruang tertinggi.

Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan
kelas jalan.

Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan
peruntukan dan fungsi bangunan.

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi,
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan
cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
pengeceran minuman mengandung ethanol.

dihapus.

dihapus.

Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan, dan jadwal, baik tetap maupun tidak tetap.
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil
penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan)
sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan
jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5
(enam koma lima) meter.

dihapus.

dihapus.

dihapus.

dihapus.
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Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan
usaha pembudidayaan ikan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum
untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan
untuk tujuan komersial.

Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan
alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan,
mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

40a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan

yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah
persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atau pejabat yang ditunjuk.

40b. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga

40c.

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

40d. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat

41.

42.

43.

44.

45.

DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja
TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara
bukan pajak atau pendapatan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif,
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan bidang retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf f diubah serta huruf c dihapus,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 2
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. dihapus;
d. Retribusi Izin Trayek;
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
f. Retribusi Penggunaan TKA.
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3. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB III
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan
penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan
PBG dan SLF.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan
PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan
persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG
dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

perubahan fungsi Bangunan Gedung;

perubahan lapis Bangunan Gedung;

perubahan luas Bangunan Gedung;

perubahan tampak Bangunan Gedung;

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan

Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau

kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan
sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar
budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar
budaya.

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan
pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah
pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi
keagamaan.

i

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang
memperoleh PBG dan SLF.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga
satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang
mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
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Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi
Bangunan Gedung; atau

b. Harga satuan retribusi

Prasarana Bangunan Gedung.
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula

untuk:

a. Bangunan Gedung; dan

b. Prasarana Bangunan Gedung.
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. Luas Total Lantai;
b. Indeks Terintegrasi; dan

untuk

Prasarana Bangunan Gedung untuk

Indeks Bobot Indeks
Fungsi . | Klasifikasi | Parameter | Parameter | Parameter
Fungsi
(bp) (Ip)
Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. 1
Sederhana
b. tidak 2
Sederhana
Usaha (UMKM- 0,5 Permanensi 0,2 a. Non 1
Prototype) Permanen
b. 2
Permanen
Hunian Ketinggian 0,5 *) *)
a. <100 m2 dan < 0,15 mengikuti | mengikuti
2 lantai tabel tabel
b. > 100 m2 dan 0,17 koefisien koefisien
>2 lantai jumlah jumlah
Keagamaan 0 lantai lantai
Fungsi khusus 1
Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0
Ganda/campuran
a. Luas < 500 m2 0,6 b. 1
dan < 2 lantai Perorangan
b. Luas > 500 m2 0,8 /Badan
dan > 2 lantai Usaha

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Volume;

b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Jenis Pembangunan

Indeks Bangunan Gedung

Terbangun
Bangunan Gedung 1
Baru
Rehabilitasi/Renovasi
Bangunan Gedung
a Sedang 0,45 x 50% = 0,225
b Berat 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian /Pemugaran
a Pratama 0,65 x 50% = 0,325
b Madya 0,45 x 50% = 0,225
c Utama 0,3 x 50% = 0,15
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Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Koefisien
Jumlah Lantai Lantai Jumlah Lantai

Basement 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n) 31 1,686

Basement 3 lapis 1,393 32 1,695

Basement 2 lapis 1,299 33 1,704

Basement 1 lapis 1,97 34 1,713
1 1 35 1,722
2 1,090 36 1,730
3 1,120 37 1,738
4 1,135 38 1,746
S 1,162 39 1,754
6 1,197 40 1,761
7 1,236 41 1,768
8 1,265 42 1,775
9 1,299 43 1,782
10 1,333 44 1,789
11 1,364 45 1,795
12 1,393 46 1,801
13 1,420 47 1,807
14 1,445 48 1,813
15 1,468 49 1,818
16 1,489 50 1,823
17 1,508 51 1,828
18 1,525 52 1,833
19 1,541 53 1,837
20 1,556 54 1,841
21 1,570 55 1,845
22 1,584 56 1,849
23 1,597 57 1,853
24 1,610 58 1,856
25 1,622 59 1,859
26 1,634 60 1,862
27 1,645 60 +(n) 1,862+0,003 (n)
28 1,656
29 1,666
30 1,676

Keterangan :

Koefisien jumlah lantai

jdih.salatiga.go.id

Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah

lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
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d. Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung dengan rumus:

(= (LLi x KL)) + ¥ (LBi x KB))
(£ LLi + X LBl)

Keterangan

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basement ke-i
KBi : Koefisien jumlah lapis

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan
pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan
SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi
Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan

kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan

konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan
Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi
(It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan
rumus:

LLt x (Ilo xSHST) x It x Ibg

b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan
Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung
(HSpbg) atau dengan rumus:

V x | x Ibg x HSpbg

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot
parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor
kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

Ifx 2 (bp x Ip) x Fm
10. Pasal 9 dihapus.
11. Bab V dihapus.
12. Pasal 15 dihapus.
13. Pasal 16 dihapus.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Pasal 17 dihapus.
Pasal 18 dihapus.
Pasal 19 dihapus.

Judul BAB VIIA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIA
RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Ketentuan Pasal 29A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut sebagai pembayaran
DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.

Ketentuan Pasal 29B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29B

(1) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.

(2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Ketentuan Pasal 29C ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29C berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29C

(1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang
memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib
Retribusi.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi
Kerja TKA yang lokasi kerjanya dalam Daerah.

Ketentuan Pasal 29D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29D
(1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jumlah Pengesahan RPTKA
Perpanjangan dan jangka waktu Penggunaan TKA dalam satuan bulan.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No. Tingkat Penggunaan Jasa SATUAN

1. | Jumlah Pengesahan RPTKA X buah
Perpanjangan

2. | Jangka waktu Penggunaan TKA Y bulan

Ketentuan Pasal 29 E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29E
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
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23. Ketentuan Pasal 29 F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29F
(1) Struktur dan besarnya Retribusi Penggunaan TKA dinyatakan dalam
rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

Besaran Retribusi Terutang=Tx X xY
Keterangan:
T = tarif sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)
X = jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan
Y = jangka waktu Penggunaan TKA dalam satuan bulan

(2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib
Retribusi membayar Retribusi.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 November 2021

WALI KOTA SALATIGA,
ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ttd
WURI PUJIASTUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12-301/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KO

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M\H.
Pembina Tk.I !
NIP. 19640402 198603 1 022
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha
(ease doing business) di daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan
kebijakan simplifikasi regulasi terhadap peraturan daerah yang terindikasi
menghambat perzinan dan birokrasi investasi. Implementasi atas kebijakan
dimaksud diantaranya dengan memberlakukan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
beserta peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat
Edaran Tertanggal 19 Juli 2017 Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 telah meminta
Pemerintah Daerah untuk melakukan pencabutan peraturan daerah yang
terkait dengan pungutan retribusi izin gangguan. Kemudian untuk
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Tertanggal 21 Oktober
2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing telah meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan
penyesuaian peraturan daerah yang mengatur terkait retribusi izin
mendirikan bangunan dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sehubungan retribusi izin gangguan, retribusi izin mendirikan
bangunan, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2017, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud berupa penghapusan
ketentuan mengenai retribusi izin gangguan, perubahan ketentuan retribusi
izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung,
dan perubahan ketentuan retribusi izin menggunakan tenaga kerja asing
menjadi retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karenanya, guna
terwujudnya tertib dan kepastian hukum, Pemerintah Kota Salatiga
memandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12-2021
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